SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 37

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SERANG,

bahwa dengan adanya perkembangan dan perubahan
kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan
dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka
mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam
proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan
Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin
Gangguan, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Serang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4247);

5. Undang-Undang ......



10.

11.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 505);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2011 Nomor 812);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten
Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2011 Nomor 822), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Serang Nomor 14);

12. Peraturan Daerah .......



12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun
2013 tentang Bangunan Gedung dan Lingkungan
(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor
05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG IZIN GANGGUAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014
tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor
37), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Serang
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2016 Nomor 06), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 5
Kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan terdiri dari:
a. dihapus;
b. sosial kemasyarakatan; dan
c. ekonomi.

Dihapus.

Kriteria gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman
kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

Kriteria gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap:

a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau

b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang
berada di sekitar lokasi usaha.

2. Ketentuan Pasal 13, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang
Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, diubah kembali sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 .......



Pasal 13
Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan
usahanya.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal I angka 1
Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
(Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 06) dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2016
BUPATI SERANG.

ttd

RATU TATU CHASANAH
Diundangkan di Serang

pada tanggal 1 Juli 2016
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SYAMSUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001




